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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR    09 TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BANDUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006  tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah serta  dalam    rangka meningkatkan   

kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  

pembangunan,  dan  pelayanan   terhadap   masyarakat di    Kota 

Bandung, dipandang perlu mengatur      pengelolaan  barang  milik  

daerah secara fungsional, transparan, efisien,  akuntabel, serta 

memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai sesuai  dengan 

jiwa dan semangat otonomi daerah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

perlu membentuk  Peraturan Daerah Kota Bandung tentang  

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Kota Besar  dalam   Lingkungan   Propinsi   Jawa   Timur/ 

Tengah/Barat dan  Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan 

Peraturan Negara Tentang Pembentukan  Wilayah/Kota); 

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2013); 

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1967); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan 
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan 
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4073); 

12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4515 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3573); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4614); 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 

10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10); 
 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07); 

22. Peraturan ... 
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22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah 

Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); 
 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah  (Lembaran Daerah 

Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);  
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

dan 

WALIKOTA BANDUNG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

 
1. Daerah adalah Kota Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 

3. Walikota adalah Walikota Bandung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

8. Barang ... 
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8. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya 

ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur 

atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-

surat berharga lainnya. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Walikota yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

Pengelola barang milik daerah. 

10. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola barang 

adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan 

bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan 

Pengelola barang milik daerah.  

11. Pembantu Pengelola barang milik Daerah adalah Kepala Unit Kerja/Kepala 

Unit Pengelola barang yang karena jabatannya bertanggung jawab 

mengkoordinir penyelenggaraan Pengelola barang milik Daerah yang ada pada 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

12. Pengguna  barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna  barang 

adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan Pengunaan barang milik 

daerah. 

13. Kuasa Pengguna  barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa 

Pengguna  barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk 

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 

14. Penyimpan Barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 

menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah. 

15. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 

mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap   

SKPD/Unit Kerja. 

16. Standarisasi barang adalah pembakuan barang milik daerah menurut jenis, 

spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.  

17. Standarisasi sarana dan prasarana adalah pembakuan barang milik daerah 

berupa ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan 

lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 

18. Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan 

memperbaiki semua barang milik negara/daerah agar selalu dalam keadaan baik 

dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

19. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, 

spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 

 

20. Penyimpanan ... 
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